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BAB III 

  PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Peralihan kewenangan mengatur dan mengawasi perdagangan kripto dari 

BAPPEBTI ke OJK mengakibatkan perubahan definisi aset kripto yang 

berdampak pada peraturan persyaratan  aset kripto yang dapat diperdagangkan, 

sehingga menimbulkan perubahan daftar aset kripto. Perubahan tersebut 

diakibatkan peralihan kewenangan kepada ojk, membuat syarat kripto dapat 

diperdagangkan di perketat, yang menyebabkan aset kripto yang tidak 

memiliki fundamental yang kuat dan teknis aset kripto yang tidak stabil di 

delisting, dengan tujuan melindungi konsumen dari kerugian. Perubahan 

pengaturan kepada OJK juga menyebabkan daftar aset kripto yang layak 

diperdagangkan meningkat dibandingkan daftar aset kripto BAPPEBTI 

sebelumnya, mengakibatkan kenaikan perdagangan dan jumlah konsumen 

kripto. namun perubahan regulasi dan daftar aset kripto yang terus berubah 

membuat orang yang baru terjun ke perdagangan kripto sulit mengerti regulasi 

yang berlaku. 
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B. Saran 

Hasil dari penelitian dan kesimpulan terdapat beberapa saran: 

1. Investor Kripto 

Kepada Investor Kripto untuk lebih memperhatikan informasi yang diberikan 

oleh pedagang dan bursa untuk menghindari risiko kerugian. Investor kripto 

juga harus berhati-hati dan bijak memilih aset kripto yang belum memiliki 

fundamental, fungsi yang jelas, karena aset kripto tersebut berisiko untuk di 

delisting dari perdagangan. 

 

2. Otoritas Jasa Keuangan 

Kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperjelas kriteria dan daftar aset 

keuangan yang dapat diperdagangkan, sehingga daftar yang diterbitkan bursa 

tidak berubah-ubah dalam jangka waktu singkat. OJK juga harus menetapkan 

pengaturan yang lebih efisien dalam melindungi konsumen dan solusi kerugian 

konsumen dalam perdagangan kripto 
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